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ANALISIS PERJANJIAN KREDIT BERDASAR PRINSIP KEHATI-HATIAN 
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 
 
I. Pendahuluan 
Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential 
principles), diatur dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 
Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat 
prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini 
bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan 
agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. 1  
Pada intinya prinsip kehati-hatian berkaitan dengan penetapan kualitas kredit 
dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek 
usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha 
meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : potensi 
pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas 
manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya 
yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penjelasan pasal 2 
huruf f UUPLH memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “asas kehati-
hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan 
alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman 
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit harus tetap 
memperhatikan lingkungan (kredit yang berwawasan lingkungan). Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan sosial, ekonomi serta lingkungan kearah pembangunan yang 
berwawasan lingkungan.2  
Sebagai institusi keuangan yang memberikan pinjaman dananya kepada debitur, 
                                                 
 1  Zahry Vandawati Chumaida, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank Dalam 
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adln.lib.unair.ac.id, diakses tanggal 29 Oktober 
2012 
2 Yenni Hendiani, Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pusat 
Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam (Science Education Development Centre), 
Bandung, 2006, hal. 8 
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pada dasarnya bank tersebut menghendaki agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan 
sesuai dengan perjanjian yang disepakati, walaupun apabila dalam kegiatan yang 
dilakukan debitur akan menghadapi masalah dengan lingkungan, maka debitur akan 
mengalami kerugian, yang pada akhirnya menghadapi kesulitan untuk mengembalikan 
pinjamannya. Dengan kerugian yang dialami debitur, maka bank sebagai lender tentu 
akan menerima dampaknya pula, karena kredit yang diberikan menghadapi 
kemungkinan tidak akan dapat dikembalikan (macet). Untuk menghindari kerugian, 
maka sebenarnya bank dapat meminta persyaratan-persyaratan di bidang lingkungan 
misalnya dengan melihat apakah AMDAL-nya sudah ada, bagaimana environmental 
assessment dilakukan, apakah debitur sudah memiliki standar lingkungan. Bank juga 
perlu melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang dilakukan oleh 
debitur untuk melihat apakah dana yang digunakan tersebut telah sesuai dengan syarat-
syarat lingkungan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kesemuanya itu merupakan 
bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1) Bagaimana Konsep Pemberian Perkreditan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian yang 
berwawasan lingkungan ? 
2) Klausula apa yang seharusnya tercantum dalam perjanjian kredit berdasar prinsip 
kehati-hatian yang berwawasan lingkungan? 
3) Kendala-kendala apa yang dapat dihadapi dalam merealisasikan klausula kredit 
yang berwawasan lingkungan pada perjanjian kredit dan bagaimana solusinya ? 
 
II. Analisa 
A. Konsep Pemberian Perkreditan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian yang 
berwawasan lingkungan 
Salah satu kewajiban perbankan dalam melaksanakan perbankan yang 
berwawasan lingkungan (green banking) adalah perbankan harus segera dan secara 
sungguh-sungguh menempuh kebijakan hukum perkreditan yang berwawasan 
lingkungan. Penerapan hukum perkreditan berwawasan lingkungan ini harus dimulai 
pada tahap-tahap prosedur perkreditan. Dijelaskan di sini mengenai siklus pemberian 
kredit, yang pertama adalah saat proses permohonan kredit. Bank juga harus memeriksa 
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kebenaran tentang ada atau tidaknya kemungkinan pencemaran atau perusakan 
lingkungan dengan :3 
1. Meminta pendapat Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintahan yang 
bersangkutan; 
2. Mengadakan pemeriksaan lapangan; 
3. Mengadakan pemeriksaan atas ada tidaknya dokumen Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang merupakan 
produk akhir dari pelaksanaan suatu AMDAL. 
Setelah proses permohonan kredit, proses selanjutnya yakni adanya analisis 
kredit yang merupakan proses yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 
mengenai apakah permohonan kredit layak diberikan atau tidak. Oleh karena itu dalam 
setiap analisis kredit hendaknya tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai 
berikut :4 
a. Analisis tersebut hendaknya lengkap meliputi semua aspek dari pemohon kredit; 
b. Semua aspek tersebut harus dianalisis secara objektif dalam arti aspek yang 
dianalisis dapat menunjukkan baik kelebihan maupun kekurangan permohonan 
kredit; 
c. Analisis tersebut hendaknya mengandung penilaian yang tegas dan jelas sehingga 
mempermudah pengambilan keputusan; 
d. Analisis yang digunakan hendaknya memakai metode analisis yang baik serta 
mengusahakan penggunaan standar pembanding yang normal. 
Tahap berikutnya merupakan persetujuan kredit yang merupakan kegiatan 
administrasi kredit dari pelaksanaan terhadap keputusan dari suatu permohonan kredit 
dan merupakan tahap yang cukup kritis. Perjanjian kredit ini harus juga dicantumkan 
klausul-klausul mengenai kewajiban nasabah debitur untuk mengelola lingkungan 
hidup, yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan atau ketentuan perbankan 
lainnya.  
Siklus perkreditan berikutnya adalah pencairan kredit, ini berarti tahap realisasi 
pemberian kredit kepada nasabah debitur. Dalam tahap ini pelaksanaan 
pengadministrasian kredit dituntut tingkat ketelitian yang tinggi akan berbagai 
                                                 
3 Arif Djohan Tunggal, Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan di Bidang 
Perbankan, Cet.1, Jakarta : Havarindo, 2003., hal. 56. 
4 Ibid. 
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persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen keputusan kredit (persetujuan kredit). 
Setelah  pencairan kredit harus ada pengawasan atau monitoring. Saat Pengawasan 
(monitoring) kredit, maka sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam perjanjian kredit 
yang membebankan kewajiban pada nasabah debitur untuk bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup, maka nasabah debitur selain dari mengirimkan laporan 
berkala tentang produksi, penjualan dan keadaan barang jaminan, seyogianya juga 
diharuskan membuat laporan tentang dampak lingkungan, yang kemudian diperiksa di 
lapangan oleh bank.5 
 
B. Klausula Dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasar Prinsip Kehati-Hatian Yang 
Berwawasan Lingkungan 
1). Klausula Perjanjian Kredit Pada Perbankan 
Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalur 
dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan dalam partisipasinya memberikan 
pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehatihatian, antara lain 
feasibility study, viability, serta profitability atas dasar repayment capacity.6 
Usaha perbankan sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan 
lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dengan berbagai ketentuan dan peraturan 
yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam 
meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.7  
Ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi 
peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan 
dalam hukum perkreditan di Indonesia, antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 
66, Pasal 67, dan Pasal 68. Sedangkan Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip 
kehati-hatian (prudential principles), diatur dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan 
(3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit yang 
juga harus sesuai dengan wawasan lingkungan, maka dijabarkan disini bahwa 
                                                 
5 Ibid., hal. 62 
6 Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Meningkat, Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup, 8 September 2004. 
7 Nabiel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Peran Serta Sektor dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Meningkat, Jakarta : Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup, 8 September 2004. 
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pemberian kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu 
dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau 
mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.  Bank tidak saja hanya 
melihat pertimbangan ekonomis, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya. 
Dengan demikian perbankan tidak diperbolehkan ikut membiayai proyek-proyek yang 
diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem. Pada sistem 
perbankan, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan 
meminimalisasikan resiko-resiko dalam pemberian kreditnya kepada nasabah debitur.  
Pencantuman klausul-klausul lingkungan hidup oleh pihak perbankan bukan saja 
dimaksudkan sebagai pelaksana kewajiban peran serta bank dalam pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Pasal 67 UUPPLH, tetapi juga untuk 
melindungi dirinya atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 
84 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Bank akan menderita kerugian berkenaan 
dengan kredit yang diberikannya bila debitur lalai menjaga kelestarian fungsi 
lingkungan hidup. Resiko kerugian tersebut dapat ditekan, apabila bank sebelum dan 
selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pencegahan dengan 
melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan audit lingkungan dan mencantumkan 
syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hubungannya dengan perlindungan 
lingkungan hidup dalam perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga 
dengan demikian penegakan hukum lingkungan oleh bank melalui pelaksanaan audit 
lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan demi keamanan kredit itu sendiri. 
Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup (berwawasan 
lingkungan) pada Bank Danamon Indonesia terdapat dalam klausul affirmative 
covenants. Klausul ini adalah hal-hal yang diwajibkan terhitung sejak tanggal Perjanjian 
sampai dengan dilunasinya kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank (kreditur) 
berdasarkan perjanjian kredit.8 
Klausul tersebut terdapat pada Pasal 4 (Hal-hal yang diwajibkan) yang 
berbunyi:9 
Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai 
dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada 
BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR wajib 
                                                 
8 Ibid 
9 Data diambil dari bank danamon, dalam perjanjian kredit tanggal 28 Februari 2012 (terlampir) 
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melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 
4.6  Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila 
sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk 
izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki oleh DEBITUR dalam rangka 
menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut 
kepada BANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan 
persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang 
dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan 
persetujuan-persetujuan yang baru, DEBITUR wajib segera mengurus dan 
memperolehnya. 
 
Sama seperti halnya di Bank Danamon, di BRI Pengaturan mengenai klausul 
pencegahan pencemaran lingkungan hanya diatur dalam satu pasal saja yakni dalam 
Pasal 6 butir 7 mengenai Hal-hal yang harus dilakukan / Affirmative Covenants, yang 
berbunyi :10 
Debitor wajib menyerahkan hasil studi Uji Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan 
Uji Kelayakan Lingkungan (UKL) dalam rangka Analisis mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui Badan Pengendali Dampak 
Lingkungan Daerah (BAPPEDALDA) setempat kepada BRI setelah Pabrik 
beroperasi 
 
Apabila dilihat isi dari perjanjian kredit tersebut di atas, maka dapat dikatakan 
bahwa bank sendiri dalam membuat klausul baku dalam perjanjian kredit tersebut, tidak 
mengerti sebenarnya AMDAL itu apa, dari isi perjanjian tersebut di atas, terlihat bank 
menganggap AMDAL adalah suatu izin, padahal AMDAL bukan merupakan izin, tetapi 
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dalam melakukan 
usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan 
kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat permohonan izin 
melakukan usaha atau kegiatan. 
Klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit pada 
P.T. Bank Danamon Indonesia dan BRI tidak dicantumkan secara tegas, tetapi hanya 
                                                 
10 Data Terlampir 
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sebagai syarat untuk memperoleh kredit (merupakan kewajiban debitur) saja tanpa ada 
pengawasan perbankan mengenai izin lingkungan pada saat kredit tersebut sudah 
dicairkan dan perusahaan sudah beroperasi hal ini masih menimbulkan kerancuan juga 
yakni tidak adanya jangka waktu berapa hari/bulan setelah pabrik beroperasi serta 
bagaimana mekanisme pengawasan dari pihak mengenai izin lingkungan juga tidak 
dijelaskan dalam perjanjian kredit dikarenakan pengaturannya hanya dalam satu pasal 
saja.  
Hal ini terjadi karena sampai saat ini penulis belum menemukan dalam Surat 
Edaran BI mengenai petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul pencegahan 
pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit hal tersebut juga diperkuat 
dengan pernyataan dari Daeng Naja dalam Bukunya yang berjudul Bank Hijau.11 
2). Rumusan Klausula Perjanjian Kredit yang Berwawasan Lingkungan Menurut 
Pendapat Penulis 
Menurut penulis, klausul-klausul mengenai pencegahan pencemaran lingkungan 
hidup pada perjanjian kredit perbankan sangatlah kurang dan cenderung mengabaikan 
masalah ini. Bagi perbankan yang terpenting adalah bagaimana pihak debitur bisa 
melunasi hutangnya tepat waktu tanpa menghiraukan dampak yang terjadi pada 
lingkungan debitur tersebut. Padahal hal tersebut menurut penulis sangat keliru 
dikarenakan jika terjadi pencemaran lingkungan di lokasi proyek yang dibiayai 
perbankan tersebut maka bisa mengakibatkan penurunan nilai aset yang menjadi agunan 
di perbankan tersebut. Klausul-klausul mengenai prinsip kehati-hatian dapat 
dimasukkan ke dalam kategori klausul conditions precedent. representation and 
warranties, affirmative covenants, negative covenants dan events of default.12 
Apabila sifat dari kredit dan proyek yang dibiayai memang memungkinkan agar 
nasabah debitur terlebih dahulu mendapatkan ijin lingkungan dari instansi yang 
berwenang sehubungan dengan dokumen AMDAL, maka penyerahan ijin itu hendaknya 
dipersyaratkan oleh bank sebagai condition precedent atau syarat tangguh yang harus 
dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum dapat menarik kreditnya untuk 
pertama kali.13 
Berikutnya mengenai klausul representations and warranties. Klausul yang 
                                                 
11 Daeng Naja, Bank Hijau, Op.Cit., hal. 63. 
12 Gunarto Sunardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Jogja: Kanisius, 2003, Hal. 85 
13 Arif Djohan Tunggal, Op.Cit., hal. 60. 
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berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut 
status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit 
diberikan.14 Pada intinya dalam klausul tersebut perlu sekali ditekankan, bahwa 
persyaratan ijin usaha tersebut harus didasarkan pada Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui.  
Dalam klausul affirmative covenants, dapat dipersiapkan sebagai kewajiban 
nasabah debitur untuk menggunakan bagian kredit yang disediakan untuk membangun 
sarana-sarana pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan 
tujuan penggunaan kredit. Di dalam klausul affirmative covenants juga ditentukan 
bahwa nasabah debitur harus pula menyerahkan ijin lingkungan dari yang berwenang 
(apabila tidak dipersyaratkan sebagai condition precedent). Sedangkan dalam klausul 
negative covenants, dapat dipersyaratkan sebagai larangan bagi nasabah debitur untuk 
tidak melanggar peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan 
hidup. 
Mengingat di dalam klausul mengenai event of defaults disebutkan antara lain 
bahwa apabila nasabah debitur ternyata tidak memenuhi atau melaksanakan salah satu 
kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, syarat-syarat, atau ketentuan-ketentuan dalam 
suatu perjanjian kredit, dianggap sebagai event of default, maka bank berhak untuk 
secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan dengan demikian bank tidak lagi 
berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya nasabah debitur tidak berhak 
lagi untuk menggunakan sisa kredit yang dapat digunakan, serta selanjutnya bank 
berhak untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh debet pinjaman.15 
Sebagai perbandingan mengenai klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam 
perjanjian kredit yang dicantumkan sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran 
lingkungan hidup, dapat dlihat di Amerika Serikat, dimana adanya kewajiban untuk 
memasukkan klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban 
debitur untuk memelihara lingkungan hidup antara lain :16 
1. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup; 
2. Tidak berhubungan dengan zat-zat berbahaya ataupun beracun tanpa memenuhi 
                                                 
14 Gunarto Sunardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, Jogja: Kanisius, 2003, hal. 85 
15 Ibid., hal. 63 
16 George A. Nations III, “Minimizing Risk of Loss from Environmental Laws”, dikutip dari : 
Erman Rajagukguk, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta : Program Pasca Sarjana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 318. 
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standar kelayakan pakai dan sepengetahuan pihak kreditur; 
3. Bersedia membayar biaya pembersihan, jika dikehendaki oleh undang-undang atau 
peraturan-peraturan setempat; 
4. Secepat mungkin memberitahu pihak kreditur jika terdapat masalahmasalah yang 
menyangkut lingkungan. 
 
Ketentuan-ketentuan lain yang dicantumkan dalam klausul perjanjian kredit 
antara lain :17 
1. Segala pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah dilakukan 
oleh pihak debitur dan arealnya telah dinyatakan bebas dari zat-zat berbahaya serta 
tidak ada bagian-bagian yang merupakan daerah rawan gangguan lingkungan; 
2. Tidak ditemui zat-zat berbahaya atau beracun di areal milik debitur; 
3. Debitur tidak pernah melanggar segala peraturan atau undang-undang lingkungan 
di masa yang lalu maupun sekarang; 
4. Debitur tidak pernah disebut oleh lembaga lingkungan pemerintah setempat sebagai 
pelaku atas tindakan makar atau pelanggaran hukum atau semacamnya; 
5. Debitur tidak pernah membuang segala macam zat atau benda berbahaya yang 
melanggar peraturan atau undang-undang lingkungan; 
6. Debitur tidak pernah menyangkut segala macam zat yang berbahaya. 
 
C. Kendala-kendala yang dapat dihadapi dalam Merealisasikan Klausul Kredit 
yang berwawasan Lingkungan Pada Perjanjian Kredit 
Terdapat kendala yang dihadapi untuk dapat melaksanakan keinginan bank 
seperti tersebut di atas baik oleh bank maupun oleh nasabah debitur. Bila nasabah 
debitur dalam melaksanakan keharusan untuk membangun sarana-sarana itu hanya 
dapat mengandalkan sumber pembiayaannya dari bank yang berbunga tinggi, maka 
biaya produksi bagi nasabah debitur yang bersangkutan akan menjadi lebih mahal 
daripada biaya produksi dari proyek lain yang sejenis yang dimiliki oleh pengusaha lain 
yang membangun sarana-sarana itu dengan dana murah atau dengan menghindarkan diri 
dari keharusan untuk membangun sarana-sarana itu yang notabene diharuskan menurut 
hasil AMDAL (melanggar ketentuan AMDAL). Merupakan kenyataan bahwa proyek-
                                                 
17 Ibid, hal. 319. 
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proyek lain yang sejenis yang menjadi kompetitor/pesaing dari nasabah debitur itu pada 
umumnya tidak membangun sarana-sarana yang dimaksud karena :18 
1. Bank yang membiayai proyek lain yang sejenis tersebut ternyata tidak 
mengharuskan nasabah debiturnya membangun sarana yang dimaksud karena 
pertimbangan persaingan antar bank yang ketat. 
2. Pengusaha proyek lain yang sejenis tersebut ternyata telah membangun proyek itu 
dari sumber-sumber pembiayaan lain di luar bank sedangkan krediturnya tidak 
mengharuskan nasabah debiturnya untuk membangun sarana-sarana tersebut. 
3. Pengusaha yang membangun proyek lain yang sejenis tersebut mampu membangun 
dengan dana modal sendiri yang cukup, karena itu tidak perlu membayar bunga 
bank yang tinggi. 
Untuk menghadapi kendala tersebut, menurut penulis, maka hendaknya 
Pemerintah menyediakan dana khusus, yaitu khusus untuk bank-bank pelaksana, 
memberikan kredit murah kepada nasabah-nasabah debiturnya guna membangun 
sarana-sarana pengelolaan lingkungan hidup,. 
Ada beberapa kendala bagi bank mengapa faktor lingkungan kurang mendapat 
perhatian dalam pertimbangan pemberian kreditnya. Kendala tersebut, secara garis 
besar terdiri atas kendala intern dan kendala ekstern.19 
1. Kendala intern 
a.  Pengetahuan aparat bank 
Kurangnya pengetahuan bank tentang lingkungan, terutama tentang pengetahuan 
aparat bank tentang perlu tidaknya suatu jenis kegiatan usaha, dilengkapi dengan 
AMDAL atau UKL dan UPL.  
b.  Kebijakan perkreditan bank 
Kebijakan perkreditan bank-bank pelaksana yang bersangkutan tidak mengatur 
secara tegas mengenai acuan perlunya atau kewajiban menganalisis aspek-aspek 
yang berhubungan dengan pemeliharaan kualitas lingkungan terhadap proyek 
yang akan dibiayai. 
2. Kendala ekstern 
                                                 
18 Sutan Remy Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 
Seimbang  Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
2009)., hal. 277 
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a.  Persaingan antarbank 
Bank seolah-olah kehilangan prinsip prudent dan konservatifnya dalam 
memproses suatu pemberian kredit, termasuk masalah lingkungan kurang 
mendapat perhatian dalam pertimbangannya. Hal ini mengingat bahwa bank-
bank akan khawatir kehilangan nasabahnya hanya karena memberlakukan aspek 
lingkungan sebagai persyaratan kreditnya. 
b.  Kurangnya tenaga ahli 
Kurangnya tenaga ahli yang dimaksudkan adalah tenaga yang benar-benar 
mengetahui/ahli dalam hal seluk beluk dan penanganan kualitas lingkungan 
dalam proses pembangunan ini. Sehingga apabila pihak bank akan menerapkan 
secara tegas persyaratan lingkungan, bank juga akan kesulitan untuk 
menganalisis dan memantau realisasi operasional suatu proyek yang dibiayai. 
Menurut penulis, untuk mengatasi kendala-kendala diatas adalah : 
1. Menyiapkan sumberdaya manusia di lingkungan perbankan dengan training-training 
khusus mengenai keterkaitan lingkungan hidup dengan kredit perbankan.  
2. Diadakannya pengaturan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank yang 
harus secara jelas mencantumkan klausul-klausul yang mewajibkan pemohon kredit 
(debitur) untuk mengelola lingkungan hidup dalam perjanjian kredit mereka serta 
bagaimana pelaksanaannya.  
3. Pihak Perbankan juga harus melihat secara langsung, meneliti, menganalisis 
kemungkinan-kemungkinan ada tidaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan 
seperti halnya yang dilakukan pihak perbankan di Amerika Serikat yang dengan 
jelas dalam perjanjian kreditnya mengatur mengenai izin bagi pihak bank dan agen-
agennya untuk memasuki areal milik perusahaan yang mengajukan kredit untuk 
kepentingan pemeriksaan lingkungan. 
 
III. Kesimpulan 
1.  Kewajiban perbankan dalam melaksanakan perbankan yang berwawasan 
lingkungan dimulai pada tahap-tahap prosedur perkreditan, yaitu siklus perkreditan 
yang beberapa diantara adalah : (1) Permohonan Kredit (2) Analisis Kredit; Harus 
diperhatikan perihal ekonomi lingkungan, yang mendasarkan pada proses yang 
mendasari terjadinya keputusan-keputusan untuk mengatasi permasalahan 
12 
 
lingkungan yang dipengaruhi oleh pertimbangan harga, biaya, keuntungan, dan 
kegunaan yang mengatur transaksi di dalam pasar karena pada dasarnya kegiatan 
ekonomi baik produksi maupun konsumsi mempengaruhi kualitas lingkungan 
dengan terjadinya pencemaran. (3) Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit; 
Didalam Persetujuan kredit diusahakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, 
misalnya kewajiban untuk membuat AMDAL. (4) Pencairan Kredit dan 
Pengawasan (Monitoring) Kredit; Dalam tahap ini pelaksanaan pengadministrasian 
kredit dituntut tingkat ketelitian yang tinggi akan berbagai persyaratan yang telah 
ditentukan dalam dokumen keputusan kredit (persetujuan kredit). Setelah  
pencairan kredit harus ada pengawasan atau monitoring salah satunya dengan 
kewajiban debitur mengirimkan laporan tentang dampak lingkungan, diperiksa oleh 
bank. 
2. Klausul-klausul mengenai pencegahan pencemaran lingkungan hidup sebagai 
prinsip kehati-hatian dapat dimasukkan ke dalam kategori klausul conditions 
precedent. representation and warranties, affirmative covenants, negative 
covenants dan events of default. Apabila sifat dari kredit dan proyek yang dibiayai 
memang memungkinkan agar nasabah debitur terlebih dahulu mendapatkan ijin 
lingkungan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan dokumen AMDAL, 
maka penyerahan ijin itu hendaknya dipersyaratkan oleh bank sebagai condition 
precedent. Mengenai klausul representations and warranties dapat berupa 
pernyataan nasabah debitur yang menyatakan dan menjamin bahwa : Nasabah 
debitur telah menyerahkan ijin usaha dan ijin pendirian proyek yang dikeluarkan 
berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) yang telah disetujui bagi kegiatan atau proyek yang dibiayai 
dengan kredit. Telah diperoleh kepastian bahwa pada saat ini di lokasi proyek tidak 
terdapat zat-zat berbahaya dan tidak satu bagian pun dan lokasi proyek yang 
merupakan daerah yang tercemar atau dapat membahayakan lingkungan hidup, dsb. 
Sedangkan Dalam klausul affirmative covenants, dapat ditentukan bahwa nasabah 
debitur harus pula menyerahkan ijin lingkungan dari yang berwenang.  Dalam 
klausul negative covenants, dapat dipersyaratkan sebagai larangan bagi nasabah 
debitur untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan mengenai 
pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai klausul event of defaults hendaknya bisa 
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disebutkan antara lain bahwa apabila nasabah debitur temyata tidak memenuhi atau 
melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, syarat-syarat, 
atau ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian kredit, dianggap sebagai event of 
default, maka bank berhak untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan 
dengan demikian bank tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan kredit dan 
sebaliknya nasabah debitur tidak berhak lagi untuk menggunakan sisa kredit yang 
dapat digunakan, serta selanjutnya bank berhak untuk seketika dan sekaligus 
menagih seluruh debet pinjaman. Secara praktik dalam perjanjian kredit di Bank 
Danamon dan BRI hanya terdapat satu kategori klausul yakni klausul affirmative 
covenants yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian mengenai masalah 
pencemaran lingkungan.  
3.  Beberapa kendala antara lain kendala intern dan kendala ekstern, yang menurut 
penulis pemecahannya adalah dengan : Menyiapkan sumberdaya manusia di 
lingkungan perbankan dengan training-training khusus mengenai keterkaitan 
lingkungan hidup dengan kredit perbankan. Training-training ini dapat dilakukan 
oleh instansi-instansi pemerintah karena kewajiban sosialisasi suatu peraturan ada 
di tangan pemerintah; diadakannya pengaturan oleh Bank Indonesia melalui Surat 
Edaran Bank yang harus secara jelas mencantumkan klausul-klausul yang 
mewajibkan pemohon kredit (debitur) untuk mengelola lingkungan hidup dalam 
perjanjian kredit mereka serta bagaimana pelaksanaannya. Sehingga bagaimanapun 
ketatnya persaingan perbankan, Bank tetap wajib mencantumkan klausul-klausul 
mengenai pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan detail di perjanjian 
kreditnya; Pihak Perbankan juga harus melihat secara langsung, meneliti, 
menganalisis kemungkinan-kemungkinan ada tidaknya pencemaran dan kerusakan 
lingkungan seperti halnya yang dilakukan pihak perbankan di Amerika Serikat yang 
dengan jelas dalam perjanjian kreditnya mengatur mengenai izin bagi pihak bank 
dan agen-agennya untuk memasuki areal milik perusahaan yang mengajukan kredit 
untuk kepentingan pemeriksaan lingkungan. 
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